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Abstrak

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan
pada UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain
pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP, pidana tambahan menurut Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi adalah: Perampasan yang digunakan atau diperoleh
dari dari tindak pidana korupsi; Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan melakukan perampasan asset
milik pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi; untuk mengetahui dan
menganalisis kendala dalam Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam
bentuk perampasan asset milik pelaku dalam perkara tindak perkara korupsi dan
solusinya; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembayaran
uang pengganti dengan perampasan aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak
pidana korupsi.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian sosiologis merupakan
penelitian yang mengkaji- penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum
dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh
jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang
pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana tambahan
uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut. Kendala
dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan perampasan aset yang
dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi: Belum dipahaminya secara
utuh semua petunjuk yang berkenaan dengan optimalisasi penyelesaian eksekusi
tunggakan uang pengganti, Adanya kelalaian jaksa eksekutor dengan tidak segera
melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang diperhitungkan sebagai
pengganti kerugian keuangan negara. Efektivitas pelaksanaan pembayaran uang
pengganti dengan perampasan aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak
pidana korupsi, dapat dilihat dari 3 (tiga) Kelemahan Substansi hukum: minimnya
pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang
ada. Kelemahan struktur hukum: Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan,
yakni kurangnya SDM yang memadai untuk mengcover masalah ini. Idealnya
apabila menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK
atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.
Kelemahan budaya hukum: realitas sosial masyarakat Indonesia banyak yang masih
memandang korupsi sebagai solusi dan alternatif untuk mengantisipasi kesulitan
ekonomi masa depan. Pemikiran tersebut akhirnya dijadikan alasan pembenar dan
alasan pemaaf bagi mereka yang korupsi.

Kata Kunci: Korupsi; Uang Pengganti; Perampasan Aset.



Abstract

The policy of confiscation of assets through criminal law mechanisms is
based on Law no. 20 of 2001 Article 28 paragraph (1) which states that apart from
additional crimes contained in the Criminal Code, additional crimes according to
the Corruption Crime Law are: Confiscation used or obtained from criminal acts
of corruption; Payment of compensation money in an amount equal as much as
possible to the property obtained from the criminal act of corruption. The purpose
of this research is to determine and analyze the implementation of replacement
money payments by confiscating assets belonging to perpetrators in cases of
criminal acts of corruption; to find out and analyze obstacles in the implementation
of replacement money payments in the form of confiscation of assets belonging to
perpetrators in corruption cases and their solutions; to find out and analyze the
effectiveness of implementing replacement money payments by confiscating assets
owned by perpetrators in cases of criminal acts of corruption.

This research is included in the sociological research tradition, namely
research that examines the application of legal rules or norms using legal science
and social science approaches.

The process of implementing the decision on replacement money carried out
by the prosecutor goes through the court stage, the auction stage, and the payment
stage for replacement money. Based on court decisions which have permanent legal
force, criminal cases decided based on Law Number 31 0f 1999 jo. Law Number 20
of 2001 with the additional crime of replacement money, the mechanism for paying
replacement money. Obstacles in implementing the payment of replacement money
by confiscating assets owned by the perpetrator in a corruption case: Not yet fully
understanding all the instructions relating to optimizing the settlement of the
execution of arrears of replacement money. state financial losses. The effectiveness
of implementing replacement money payments by confiscating assets owned by
perpetrators in corruption cases can he seen from 3 (three) Weaknesses in legal
substance: the lack of regulation of the criminal issue of replacement money in
existing anti-corruption laws. Weaknesses of the legal structure: This problem
stems from one problem, namely the lack of adequate human resources to cover this
problem. Ideally, when it comes to calculating the amount of loss, it must be carried
out by an institution that has competence and is professional in its field, for example
the BPK or a public accounting firm (auditor) which operates in this field.
Weaknesses of legal culture: the social reality of many Indonesian people still views
corruption as a solution and alternative to anticipate future economic difficulties.
This thought was ultimately used as a justification and excuse for those who were
corrupt.

Keywords: Corruption; Replacement Money; Asset Forfeiture
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari negara hukum,
maka dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara ~harus sesuai dengan aturan hukum atau
perundangundangan yang berlaku.t

Dengan demikian, jika ada penyelenggara negara atau anggota
masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan
perbuatan melawan hukum, maka akan mendapatkan suatu hukuman atau
sanksi karena perbuatannya tersebut. Terlebih pada era globalisasi saat ini, yang
ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana
disatu sisi memberikan manfaat bagi manusia, tidak hanya dalam hal
komunikasi tetapi juga mempermudah bagi manusia untuk menjalankan
pekerjaan, bahkan aktivitasnya sehari-hari, akan tetapi di sisi lain
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga mempunyai

dampak negatif jika disalahgunakan, seperti untuk melakukan kejahatan atau

! Muhlashin, I. Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Al-
Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 2021, him. 87-100.



tindak pidana, dan bahkan tindak pidana semakin banyak terjadi tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak.?

Selain itu, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masya-rakat
biasa, tetapi juga pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dengan ber-bagai
modus operandinya, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga
seluruh rakyat Hal tersebut membuktikan bahwa adanya adagium yang
menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi
tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan,
pembunuhan, dan lain sebagainya,® tidak sepenuhnya benar. Dampak negatif
dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi membuat jenis
kejahatan atau tindak pidana semakin beragam dengan modus operandi yang
semakin canggih, misainya korupsi, pencucian uang, tindak pidana narkotika,
cyber crime, dan sebagainya. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kejahatan
yang luar biasa (extra ordinary crimes) atau kejahatan yang tidak
berperikemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Tindak pidana
merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat
aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga
perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya

diharuskan oleh hukum).*Sebagaimana disebutkan, salah satu tindak pidana

2 Beni Kurnia Illahi, Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam
Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad),
Jurnal Hukum Peratun, Vol 6 Nomor 1 Februari 2023, him. 35-56

3Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum
Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, him.

4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010, him. 48



yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang
kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih
tua, yaitu corrumpere. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan,
kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan
dari kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak
jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan
bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,
orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan
perekonomian negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan
secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian
menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan
jumlah kejahatan korupsi jika tidak diikuti dengan upaya menyita dan
merampas hasil tindak pidana korupsi. Karena membiarkan pelaku tindak
pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana tindak pidana akan
memberi peluang bagi pelakunya atau orang lain yang memiliki keterkaitan

dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan juga



menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan
tindak pidana yang pernah dilakukan dan tindak pidana lainnya.

Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk
mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Kebijakan formulatif perampasan aset hasil tindak pidana korupsi
saat ini terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang 20 Tahun
2001. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa
perampasan aset dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu secara hukum pidana
melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu
melalui gugatan secara perdata (civil procedure).

Kebijakan perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana
didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa selain pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP,® pidana tambahan
menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah: Perampasan yang
digunakan atau diperoleh dari dari tindak pidana korupsi; Pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

® U. Rozah, and N. Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-
Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia, vol. 5, no. 3, Oct. 2023, him. 411-432,



Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah
diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi,
dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, tepatnya
dijadikan sebagai sanksi atau pidana tambahan.®

Perampasan aset melalui mekanisme pidana seperti yang telah
dijabarkan di atas memiliki kelemahan, salah satunya adalah hasil tindak
pidana umumnya hanya dapat dirampas jika pelaku kejahatan oleh pengadilan
telah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sehingga
apabila putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pidana
tambahan berupa perampasan aset maupun uang pengganti tidak dapat
dieksekusi.’

Uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam
tindak pidana Korupsi. Pasal 10 KUHP.hanya mengenal pidana tambahan
berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau
pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa pembayaran uang
pengganti dikenal dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU)
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan
Negeri Wajo merupakan dari Kejaksaan Agung RI yang wilayahnya berada

pada Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Kejaksaan sebagai lembaga

6 Joko Saputro, Tofik Yanuar Chandra, Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi,
Mizan Journal of Islamic Law, Vol 5 No 2, 2021, him 71

" Hasanah, Lutfiatul. Upaya Pengembalian Aset Negara Tindak Pidana Korupsi (Dalam
Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006). Jurnal Anti Korupsi, VVol. 11, No. 2, July 2022, him. 41-55,



penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk
dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum
secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan,
kebenaran, serta nilai-nilai kepautan. Tindak Pidana Khusus mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kejaksaan di bidang yustisial yang
menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Jaksa Agung serta
Kepala Kejaksaan Negeri Wajo.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan Judul “Pelaksanaan
Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki
Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Wajo)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka
penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan
melakukan perampasan asset milik pelaku dalam perkara tindak
pidana korupsi?

2. Bagaimanakah kendala dalam Pelaksanaan pembayaran uang
pengganti dalam bentuk perampasan asset milik pelaku dalam perkara

tindak perkara korupsi dan bagaimana solusinya?



3. bagaimana efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti
Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang
pengganti dengan melakukan perampasan asset milik pelaku dalam
perkara tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam Pelaksanaan
pembayaran uang pengganti dalam bentuk perampasan asset milik
pelaku dalam perkara tindak perkara korupsi dan solusinya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis - efektivitas Pelaksanaan
Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang
Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis ataupun secara praktis:

1. Teoritis

Memberikan  sumbangan pemikiran dalam rangka
mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada
khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan



masukan mengenai penegakan hukum terhadap pelaksanaan
pembayaran uang pengganti dengan melakukan perampasan asset
milik pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya pakar
hukum, aparatur negara, dan para penegak hukum.
E. Kerangka Konseptual
1. Pengertian Pelaksanaan
Pelaksanaan menurut adalah suatu rangkaian kegiatan yang
dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun
penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna
menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum
bersama.®
Penegakan “hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.’
2. Pengertian Uang Pengganti.
Pidana uang pengganti adalah pidana tambahan terhadap terdakwa
berupa keharusan membayar berupa uang pada negara sejumlah harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sesuai dakwaan yang dinilai

terbukti di pengadilan.

8 Singgih Warsito Kurniawan, Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum
Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum,
Jurnal Online Mahasiswa (JOUM), Vol 2 No. 1, 2015, him 1-12

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, him. 21.



Pidana tambahan uang pengganti demikian diatur dalam Pasal 18
Ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (UU
Tipikor) yang berbunyi: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan
adalah: a. ... dst; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi.
Pengertian Perampasan Aset

Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Akung Nomor Per-027/A/JA/2014
Tentang Pedoman Pemulihan Aset, yang dimasud dengan perampasan aset
adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/atau satuan Kkerja
teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas
aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan
penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Sementara yang dimaksud dengan penyitaan Aset menurut
Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan Pasa 38 KUHAP, penyitaan aset hanya bisa dilakukan

oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan


https://voi.id/berita/182950/penyitaan-aset-blbi-di-bogor-dianggap-janggal-kuasa-hukum-brd-dan-bre-ungkap-alasannya

tetapi, dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan penyidik lebih
dahulu dan kemudian setelah itu wajib dilaporkan ke Ketua Pengadilan
Negeri, untuk mendapatkan persetujuan.
Adapun benda-benda yang dapat disita antara lain:
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga didapat
dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.
b. Benda yang digunakan secara langsung ketika melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya.
c. Benda yang dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana.
d. Benda yang dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak
pidana
e. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.
Benda yang disita akan dikembalikan kepada pemilik atau
kepada mereka yang palik berhak jika:
1) Sudah tidak diperfukan untuk kepentikan penyidikan dan
penuntutan
2) Perkara yang sedang diusut, tidak jadi dituntut karena
tidak cukup bukti atau ternyata tidak termasuk dalam
tindak pidana.
3) Perkara yang sedang diusut dikesampingkan untuk

kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi
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hukum, kecuali jika benda sitaan didapat dari suatu
tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan
suatu tindak pidana.

Perampasan aset atau asset forfeiture adalah pengambilan paksa
aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang
erat dengan tindak pidana. Terdapat tiga metode asset forfeiture yang
berkembang di negara common law, khususnya Amerika Serikat, yakni
criminal forfeiture, admnistrative forfeiture, dan civil forfeiture.'® Criminal
forfeiture adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana
sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah
terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

Sedangkan administrative  forfeiture =~ adalah  mekanisme
perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan
aset tanpa melibatkan lembaga yudisial. Sementara Civil forfeiture adalah
perampasan aset yang menempatkan gugatan terhadap aset bukan terhadap
pelaku tindak pidana, sehingga aset dapat dirampas meskipun proses
peradilan pidana terhadap pelaku belum selesai.!* Civil forfeiture, jika
dibandingkan dengan criminal forfeiture, tidak memerlukan banyak

persyaratan dan karenanya lebih menarik untuk diterapkan dan

Criminal

10'How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of
Law Enforcement,” Harvardlawreview.org, diakses 5 Desember 2023,

https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-
asset-forfeiture as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/.

11 «“Types of Federal Forfeiture,” Justice.gov, 1 Februari 2017, diakses 5 Desember 2023,

https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture
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menguntungkan bagi negara.?

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr., model civil forfeiture signifikan
untuk diterapkan di Indonesia, karena civil forfeiture menggunakan
pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat
setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Terlebih lagi
dalam civil forfeiture, gugatan dialamatkan pada aset bukan pada tersangka
atau terdakwa sehingga aset negara tetap dapat diambil meski pelaku
meninggal dunia atau belum dapat diproses melalui peradilan pidana.®
Tampaknya memang metode inilah yang kemudian diterapkan dan dikenal
dengan istilah lain yakni non-conviction based asset forfeiture (biasa
disingkat menjadi NCB asset forfeiture) atau dalam bahasa Indonesia
“perampasan aset tanpa pemidanaan”.

Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah sebuah konsep yang
fundamental di dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan
keuangan dan perekonomian negara, dengan cara menarik kembali harta
milik pelaku yang diduga diperolehnya dari tindak pidana yang merugikan
keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tersebut dapat
bersumber dari kejahatan korupsi, kejahatan pembalakan liar, kejahatan
narkotika, kejahatan kepabeanan

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh

pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan

12 1hid.

13 Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based
Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”,
Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. V, No. 1 (Januari-Juni 2017), him. 111.
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peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun
yang tersebar di luar KUHP.
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya berdimensi kejahatan
terorganisir (organized crimes), melainkan juga sebagai lintas negara
atautransnasional (transnational crimes), bahkan juga dikategorikan sebagai
kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Pelaku tindak pidana korupsi
melakukan kejahatannya secara terorganisir, mempunyai perusahaan-
perusahaan, mempunyai organisasi yang rapl, beroperasi di beberapa negara,
yang ketika kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan
kesulitan mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan
ke luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara
atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi
atau orang lain.**

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang
menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh
para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas
tingkah laku tersebut.*®

5. Pengertian studi kasus.

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case

14 Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him. 231.
15 Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika,
Him. 168.
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Study” atau “Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang
menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English
diartikan sebagai 1). “instance or example of the occurance of sth., 2).
“actual state of affairs; situation”, dan 3). “circumstances or special
conditions relating to a person or thing”. Secara berurutan artinya ialah 1).
contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3).
lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan
aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau
organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa
tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus
adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan
sesuatu yang sudah lewat.
Pengertian Kejaksaan Wajo

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan
(sistem hukum), sebagai aparatur yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab dibidang penegakkan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan
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negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-
Undang.

Kejaksaan Negeri Wajo adalah Kejaksaan di daerah yang
berkedudukan di Kabupaten Wajo di Kota Sengkang beralamat di Bulu
Pabbulu, Kec. Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan daerah
hukum meliputi wilayah Kabupaten Wajo.

F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk men-
jabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.
Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan
kebenaran. Nilai-nitai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas
nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung
dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.®

Penegakan hukum sebagal sarana untuk mencapai tujuan hukum,
maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu
bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan
hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya
akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi
terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya.

Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer

16 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kesatu, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2009, him. vii.
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legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.’

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak
dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka
hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan
sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda,
akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterap-kan.®

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka
hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang
mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana
hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak
sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi
juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial,
politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran
hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan
perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum,
dan harapan masyarakat. 1°

a. Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses
penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang sinkron,

kurang serasi, dan kurang memadai;

7 Ibid.

18 1bid., him. viii.

19 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi
Hukum Nasional 2008, Pustaka Magister, Semarang, 2008, him. 36 dan 37.
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b. Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang
memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya,
sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa penegak hukum di
mata masyarakat;

c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik
kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik
kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan
kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;

d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada
sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh
kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya
perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang
kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran
hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di
Indonesia.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan
dalam 2 (dua) cara, yaitu: %
a. Tindakan preventif;
Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan
masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

b. Tindakan represif.

20" Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 123.
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Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila
tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat
melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari pe-
negakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya, yaitu: 2

a. Faktor hukum (undang-undang);

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum;

c. [Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut
berlaku dan diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan
penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani
tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan
bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat
meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi
pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan

bertindak sewenang-wenang (willkeur) yang melanggar hak-hak asasi warga

21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1983, him. 5.
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negara.?

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga
penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh
patokanpatokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan
dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga penegak hukum,
sangat memegang peran yang penting.?®

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat
dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran
di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional >

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk
mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan
Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 vyaitu
dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang
adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan
kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah utility atau
kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam

prinsip utilitarianisme yang dipelopori dan dikembangkannya, ia

22 Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara,
Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, him. 11.

23 Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi
Pada Karya Cipta Buku), Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, him. 109.

24 Ipid.
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berpendapat bahwa segala seuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan
tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam
masyarakat.?®

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang
buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah
harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin
orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi
dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal
sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya
punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan,
keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan
orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung
dalam 'keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya
konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi
menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan
memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.?®

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku

ke-5 buku Nicomachean Ethics.?” Untuk mengetahui tentang keadilan dan

%5 Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah
Vol. 11, No. 2, 2019, him. 128-142

26 Nui, Teori Keadilan Adam Smith, http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in diakses 20

November 2023

27 Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt diakses 20

November 2023
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ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait
dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik
ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap
dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas
keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat
orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.
Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek
tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan
melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin
diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu
secara tidak adil.?® Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan,
tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.
Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan
keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil
ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal,
sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tisak sama di setiap tempat.
Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan

28 Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah
Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. Nusantara: Jurnal
Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, Vol 1 No.1, 2022, him 1-25
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berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem
hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum
(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur
hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi
perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum
yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut
sebagai sistem Struktural yang menentukanbisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum
berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a).
Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana
Pidana (Lapas).?® Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin
oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuhhukum
harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila
tidak ada aparat penegak hokum yang kredibilitas, kompeten dan
independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan
perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak

hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

him 25

29 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosisal, Nusa Media, Bandung,
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mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan
hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.*

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas
aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama,
ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain
sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak
hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.
Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum
rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila
peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik,
kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:>!

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal
system consist of elements of this kind: the number and size
of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the
legislature is organized ...what procedures the police
department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of
crosss section of the legal system...a kind of still photograph,
With freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini,
jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis
kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik

banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga

berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan

%0 1bid

31 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Op Cit, him 5-6
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tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti
oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur)
terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk
menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang
bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan
formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,
pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan
dijalankan.®

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut
sebagal sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang
dihasilkan oleh orangyang berada dalam sistem hukum yang
mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru
yangmereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup
(living law), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-
undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem
Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian
peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law
System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-

peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

82 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, him 24
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tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi
sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah
adanya asas Legalitas dalam KUHP.*® Dalam Pasal 1 KUHP
ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di
hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa
atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum
apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya
dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut
Friedman adalah:3*

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is
meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of
people inside the system ...the stress here is on living law,
not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang
dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola
perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi
substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman®® adalah

sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan,

33 Sambas, Leonarda, Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Ghalia Indonesia.
Jakarta, 2016 him 05

34 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Op Cit, him 10

3 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Op Cit, him 26
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nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan.
Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka
akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah
polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak
berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti
mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh
mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja
yang memutuskan untuk menghidupkan danmematikan mesin itu,
serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan
dengan sistemhukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat
kita jadikan patokan dalam mengukur prosespenegakan hukum di
Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan
organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.
Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokoh
nya struktur hukum.® Walau demikian, tegaknya hukum tidak

hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait

% 1bid
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dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian,
hingga Kkiniketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh
Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam
struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam
struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi
penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan
narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih
sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujurdalam
menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman
berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this
we mean people’s attitudes toward law and legal system
their belief ...in other word, is the climinate of social
thought and social force wich determines how law is used,
avoided, or abused”.

Kultur  hukum  menyangkut budaya hukum yang
merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat
penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik
apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan
hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi
hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-
orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka
penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau

rekayasa sosial tidak lain hanyamerupakan ide-ide yang ingin
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diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi
hukumsebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka
bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah
atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan
kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata
lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement)
yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi
perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi
pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman
Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum
pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma
hukum yang terdiri atasfundamental hukum dan sistem hukum.
Beberapa  fundamental hukum diantaranya legislasi,
penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi
substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat
berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari
beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya
sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah
mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan
dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat
efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat
kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah

dibuat
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G. Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-
langkah berikut:
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian sosiologis
merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum
maupun ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian sosiologis merupakan
kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode
penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah
studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen
dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan

peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini- bersifat deskriptif analisis, karena dalam
penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan
kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian
tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh
gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan
yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-
mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi

dan struktur hukum positif yang berlaku.®’

37 Jhonny Ibrahim, Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang,
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3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan
pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari
instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.*® Data
sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana;

4) Undang — Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

1) Buku-buku kepustakaan;

2) Karya tulisan atau karya ilmiah;

2011, him. 295.
38 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, Cetakan Kedua, Mandar Maju,
Bandung, 2016, him. 91.
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3) Jurnal hukum;
4) Pendapatan para ahli;

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
seperti:

1) Kamus hukum;
2) Ensiklopedia;
3) Internet.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang
digunakan sebagal data pendukung. Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung di dalam masyarakat, dengan teknik yang
digunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.*

Metode Pengumpulan Data

Wawancara dan studi Pustaka Teknik pengumpulan data
mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan
menggunakan alat pengumpul data tertentu.®® Penentuan alat
pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis

datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

39 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, UPP
AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, him. 173.

40 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2000, him. 135 dan 138.
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sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustaka-
an ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan
penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi
kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tertier.
5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian
dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan
dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah analisis
data kualitatif. Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa :
“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja  dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang
lain”.4* Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap,
dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan
menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu
kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan
dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai

untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

A, Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, him. 123.
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Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam
bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan
antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan
dijabarkan sebagai berikut:

Bab | adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Il adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum
tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum tentang Perampasan Aset
Tinjauan Umum tentang uang pengganti tinjauan umum tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab 11l adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian
mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan melakukan
perampasan asset milik pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi di
Kejaksaan Negeri Wajo dan kendala dalam Pelaksanaan pembayaran uang
pengganti dalam bentuk perampasan asset milik pelaku dalam perkara tindak
perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Wajo dan solusinya.

.Bab 1V adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang
dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Korupsi
1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni
corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap.
Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan
kepercayaan (amanah). Korupsi juga memeriukan kekerasan, degradasi,
amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht,
yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan
antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil
dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang
menjadi tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dan ia juga
mengatakan bahwa sistem politik Indonesta memiliki tradisi panjang dalam
kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari
kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.*? Korupsi
merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah

pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.

42 Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan, C.V. Akademika
pressindo, Jakarta, 1984, him 3
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Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai
dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa
Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang,
penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi
berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi
penyelewengan, busuk.*®

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang
menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh
para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas
tingkah laku tersebut,**

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan
kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan
keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah,
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi
dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan
dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu
perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan

suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.*

43 Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Arloka Offset.
Surabaya

4 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him.
168.

45 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2016, him. 5
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Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara
Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak
menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah
membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus
diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat
membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana
korupsi ini.*

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas
resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang
menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau
melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.*’

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.*®

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi

pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes),

melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).

46 Jawade Hafidz, Op.Cit., him. 3

47 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, him. 31

48 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
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Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat,

terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur

dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai

berikut:

a)

b)

d)

Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan
(delegated power, derived power). Pelaku-pelaku korupsi adalah
orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari
perusahaan atau negara dan memanfaatkannya  untuk
kepentingankepentingan lain.

Korupsi  melibatkan  fungsi ganda yang - kontradiktif dari
pejabatpejabat yang melakukannya.

Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link,
atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa
bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau
kepentingan umum.

Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk
merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan
korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan
bertentangan dengan hukum.

Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan
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kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat

diberikan dari mal-administrasi atau salah urus*®

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk

melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya.

Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan

meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi

barang langka di negeri ini.>°

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W,

terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:>*

a)

b)

Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), menunjuk adanya
kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima
demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif
diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia
usaha atau bisnis dengan pemerintah.

Korupsi perkrabatan (nepotistic corruption), yang menyangkut
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai
keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
Korupsi yang memeras (exfortive corruption), adalah korupsi yang

dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror,

49 Jawade Hafidz, Op.Cit., him. 169
%0 Ibid him 170
1 Kusumah M.W, Tegaknya Supremasi Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001,

him. 141.
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penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal
yang dimilikinya.

d) Korupsi investif (investife corruption), adalah memberikan suatu jasa
atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa
depan.

e) Korupsi depensif (defensive corruption), adalah pihak yang akan
dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat
terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.

f) Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang
dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau pihak
lain yang terlibat.

g) Korupsi suportif (supportive corruption), adalah korupsi dukungan
(support) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo
sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi
menjadi dua, yaitu:>

a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke
permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang
didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi),
penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor

pendorong korupsi jenis ini adalah nilainilai perbedaan (different

52 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi
(Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 16.
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values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar
belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi,
penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi
jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (welfare values).
Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
1) Memperoleh kenyamanan hidup.
2) Memperoleh kekayaan materi.
3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.
Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak
pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
sebagai berikut:>?
a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang
Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan,

Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).

58 Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2003, him. 33
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f)

9)

h)

)

k)

Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan
Sesuatu (Pasal 5).

Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan
Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI
dan KNRI (Pasal 7).

Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga
(Pasal 8).

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan
Daftar-Daftar (Pasal 9).

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta,
Surat, atau Daftar (Pasal 10).

Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang
Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).

Korupsi Pegawal Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan
Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa
Membayar, Memotong  Pembayaran, Meminta Pekerjaan,
Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan
(Pasal 12).

Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi
(Pasal 12B)

Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan

Jabatan (Pasal 13).
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m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara
Pemberantasan Korupsi.

n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan
430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) Tahun
2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts
Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup
korupsi ternyata lebih luas, yaitu:>*

a) Penyuapan pejabat publik nastonal (bribery of national public)

h) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi
internasional publik (bribery of foreign public official and officials of
public international organization)

c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh
seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other
diversion of property by a public official)

d) Memperdagangkan pengaruh (trading in influence)

e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of functions)

f) Memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment)

g) Penyuapan pada sektor privat (bribery in the privat sector)

5 Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka
Pendidikan Anti Korupsi”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 2, 2018, him. 137
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h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (embezzlement of property in
the privat sector).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana
korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh
masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah
dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi,
yaitu:

a) Merugikan keuangan negara.
b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau

Orang Lain atau Suatu Korporasi.

c) Penyuapan.

d) Penyalahgunaan Jabatan.

e) Pemerasan.

f) Kecurangan.

g) Benturan Kepentingan.

h) Gratifikasi.

i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana

korupsi.
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)

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari

pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa

pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di

atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis

inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

a)
b)

c)
d)

f)

9)

Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.

Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.

Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau
patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya

untuk diadili.
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h)

)

k)

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya
perbuatan curang tersebut.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat
yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan
orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,

atau daftar tersebut.
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I) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan
seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik
di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak
pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak
terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya
dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya
penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan
hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana
khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih
terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut
dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa

ketentuan-ketentuan dalam BAB | sampai dengan BAB VIII buku ini juga

46



berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan
lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan
lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan
bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum
(Lex Specialis Derogat Legi Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP
memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar
KUHP untuk mengesampingkan Kketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk
ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di
Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk

untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu
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badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau

kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa

Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958

dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga

sifatnya temporer.>®
Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan

bahwa:*®

a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara
atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan
atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat,
misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan
dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa
aturan pidana Kkhusus dan peraturan-peraturan khusus tentang
pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas
perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan

Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April

1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan  peraturan-peraturan

%5 Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, Ul Press, Yogyakarta, 2016, him. 17
% Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
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pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkatan Laut No. Prt/Z1/1/7 tanggal 17 April 1958.
c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan

Undang-Undang.

d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3
Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai
berikut:>’

a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan
/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung

57 Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat
mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang
tersebut perlu diganti.
Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3
Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan
Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan
masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana
korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau
harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.>®
Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian
konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yaitu:*®
a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara
atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,
sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga

%8 Mahrus Ali, Op.Cit, him. 22.
59 Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional

yang menuntut efisiensi tinggi;

c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena
itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan ¢ perlu dibentuk Undang-undang baru tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak
berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.°

80 Mahrus Ali, Op.Cit, him. 26.
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Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai
berikut:%!

a) bahwa tindak pidana korups yang selama ini terjadi secara meluas,
tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai
kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan
secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa
perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai

61 Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di
Indonesia.
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.’? Hukum
pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang
dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara
hukum pidana dengan hukum yang 'lainnya.’®> Hukum Pidana adalah
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang
dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman
apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan
sebagaimana dikutip dari bukunya Titik Triwulan Tutik, pada prinsipnya
Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran
terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana
yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana
bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada
norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya

norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan

62 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang,
1986, him. 9

83 M. Van Bemmelen, Hukum Pidana | Hukum Material Bagian Umum, Binacipta, Bandung,
1987, him. 17
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Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau
dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan
standar dalam memahami makna dan konsep hukum.®* Notohamidjojo
mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis
dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia
dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada
keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan
manusia dalam masyarakat.®® Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah
penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.®

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu
terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan
suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.
Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan
suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan
yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-

54 Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung,
2003, him.6

8 0. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011, him.121

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2005, him.2.
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keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan
tersebut.®’

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan
hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang
untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan
tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat
tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana
tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma
di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran
norma-norma di bidang hukum lain tersebut.%® Pengertian diatas sesuai
dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP
dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang
dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas
memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang
melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari
pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan
sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang
salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.
Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan

7 p.AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2008,
him.1-2
8 M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him.3.
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tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum
mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata
tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa
hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.®

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya
keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum
pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk
menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).
Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik
tabi’atnya (represif)."

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan
oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai
berikut:"*

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum,
oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi
hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan

atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

89 Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, him.25-26.

0 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2003, him.20
1 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, him.9.

56



2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi
kepentingan  hukum  terhadap perbuatan yang hendak
memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa
pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi
yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu
terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum
pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri atau sebagai
“pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana
bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum
(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun
Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru
mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si
pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi
aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini
perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum
pidana adalah subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru
diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.
Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan

asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk
menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:”

2 1bid.
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1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang
tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP,
yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor
nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk
Besluit) tanggal 15 Oktober1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak
tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan
copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda,
yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun
1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan
penyimpangan-penyimpangan menurutkebutuhan dan keadaan
tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan
dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di
Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaantanggal 17-8-1945
mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan
Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah
RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang
seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober
1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang
sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang
ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi
(yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara
itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali

lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pen-
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dudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-peru-
bahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-
blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang
luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu
perubahan- perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan
yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-
olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP
yang masing- masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-
sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP
(peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang
ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958
No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.l. No. 1
Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh
Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap
tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan
berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di
dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber
hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan
pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan
pidana yang tidakdikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan

perundang- undangan hukum pidana lainnya
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2)

9)

Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum
pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum
pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih
dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini
didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951
(L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya
hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu
saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada
dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis
tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum.
Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal
1 KUHP:.

Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana,
yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama
dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda.
RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada
tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-
sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah
sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia
Belanda (W.v.S.N.1.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari

1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena
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itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula
untuk memperoleh

2. Perbuatan Pidana dan lImu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang
secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat
rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan
memiiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai
pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum
atau tindak pidana.”

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah
hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur
hubungan antara sesama manusia. = Cicero mengatakan bahwa ada
masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum
yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia
memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa
manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan
bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam
kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk

keharusan-keharusan (das solen). Pada posisi ini manusia akan bertindak

3 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan
Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, him.24-25.
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sebagali partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu
mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan logic tadi. Tujuan
lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam
penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum
tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang
dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan
masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi
dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum
perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara
seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur
kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara
dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah
kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum
publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum
administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan,
hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat
memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang
dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya
dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat

membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.”

74 Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, him.2
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Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat
peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian
dari suatu langkah kebijakan (policy). Selanjutnya untuk menentukan
bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan
tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri
secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu
kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan
tidak terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu
bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara
atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering
dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap
perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk
diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan
sebagai perbuatan melanggar -hukum (tindak pidana), ada beberapa
pendapat para sarjana Barat mengenal pengertian atau pembatasan tindak
pidana (strafbaar feit), yaitu:

1. Menurut Simons bahwa Strafbaar feit adalah suatu handeling
(tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig)
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang
mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya

dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang
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berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan
atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa
kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab
(toerekeningsvatbaar) dari petindak.”Menurut Van Hamel
bahwa Strafbaar feit itu sama dengan yang dirumuskan oleh
Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan
mana bersifat dapat dipidana.’®

Menurut Vos bahwa Strafbaar feit adalah suatu kelakuan
(gedraging) manusia yang dilarang oleh undang-undang
diancam dengan pidana.’’

Menurut - Pompe bahwa Strafbaar feit adalah suatu
pelanggaran kaidah ~ (pengganguan ketertiban hukum),
terhadap mana pelaku mempunyai- kesalahan untuk mana
pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban

hukum dan menjamin kesejahteraan umum.’®

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping

adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan,

dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar

ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi

perbuatan pidana (fiet).

5 S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-

Petehaem, Jakarta, 1996,

®1bid., him. 201.
1bid., him 201.
8 1bid, him. 201.

him.200.
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Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai

penggunaaan istilah strafbaar dan feit, yaitu :

1. Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa strafbaarfeit adalah

perbuatan pidana.”

Alasannya karena:

a. Kalau untuk recht sudah lazim dipakai istilah hukum,

maka dihukum lalu berarti berecht, diadili, yang sama
sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana
karena perkara-perkara perdatapun di-berecht, diadili.
Maka beliau memilih untuk terjemahan strafbaar adalah

istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam

percakapan sehari-hari seperti-perbuatan tak senonoh,
perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah
teknis seperti-perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
daad). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang
dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada
akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak
menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah
handeling atau gedraging seseorang mungkin juga
hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah

dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

1bid, him. 203.
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2. Menurut Utrecht bahwa strafbaar feit adalah peristiwa pidana,
karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen,
positif) atau melalaikan (zerzuim atau nalaten atau niet-doen,
negatif) maupun akibatnya.

3. Menurut Satochid Kartanegara bahwa strafbaar feit adalah tindak
pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian
melakukan atau berbuat (actieve handeling) dan/atau pengertian
tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan
(passieve handeling.

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (actieve handeling)
tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah
peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan
terjemahan pidana untuk strafbaar adalah sudah tepat.®

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau
delik, yaitu:

1. Menurut Prof.Moeljatno bahwa strafbaar feit adalah perbuatan
pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu
harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata

dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat

8 1bid., him. 203.
8 1bid., him. 203-204.
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itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur
formil, yaitu mencocoKki rumusan undang-undang
(tatbestandmaszigkeit) dan unsur  materiil, yaitu sifat
bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat
atau dengan pendek, sifat melawan hukum (rechtswirdigkeit).%2
2. Menurut Mr. R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan
suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan
bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan
tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada
sempurna. -Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai
peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang
diperlukan.®
3. Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana pidana.
Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.®*
Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari
tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan,
sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu

tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu

8bid., him.204.
& 1bid., him.204-205.
8 bid., him.204-205.
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tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu
golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang
bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda,
dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau
kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari
barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika
ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (natuurlijk persoon) saja
melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada
hubungan kejiwaan (psychologisch), selain daripada penggunaan salah satu
bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu
tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak
dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya
atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau
setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa
tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah
hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum.
Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat
melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa
ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu

adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan
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sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar)
dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai
dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang
dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang
langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya
untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan
kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki
turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan
kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat
termasuk kepentingan perseorangan, lebin lengkap kiranya apabila harus
ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan
keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu
harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku.
Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu
tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari
sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana
tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu
tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana
Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan

ketentuan pidana Indonesia.
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Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah
terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya.
Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan
(kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab,
maka dari feit meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan
demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen
yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan
pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku 11
dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku HI. Tapi di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan
dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku | selalu
ditemukan penggunakan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran.
Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum
pada umumnya dengan penekanan (stress) kepada delik hukum (rechts
delicten) dan delik undang-undang (wet delicten).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan
yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang

menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru
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dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan
hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan,
pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik
undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan,
peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain
sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar
pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan
tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak
dapat dibenarkan oleh masyarakat (zedelijk of mattschappelijk
ongeoorloofd), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan
sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

2. ‘Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat
dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar
kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran
yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang
diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana

mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena
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pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun
pelanggaran. Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik
hukum atau pelanggaran sebagi delik undang-undang tidak banyak
faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau
ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan
objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama
dengan ilmu hukum pada umumnya, lalah perbuatan atau tingkah laku
manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi
objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup
sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga
masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat
penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu
dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya
(bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana
(perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut
pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari
sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (das Sollen),
sehingga lImu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut Ini dapat pula
disebut IImu hukum pidana normatif: sedangkan sudut pandang kedua
(bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia
realita (das Sein), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut

ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual Namun patut dicatat,
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bahwa istilah “normatif” dan "faktual" jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan,
karena dapat menyesatkan. limu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum
pada umumnya, pada hakikatnya merupakan llmu kemasyarakatan yang
normatif (normatieve maatschappij wetenschap), yaitu ilmu normatif
tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang
kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum
pidana positif. lImu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat
disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana
materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. limu hukum pidana positif
ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti
sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogmadogma yang
ada dalam hukum pidaria positif yang saat ini sadang berlaku (ius
constitutum), sedangkan ilmu hukum pidana norrnatit/ dogmatik dalam arti
luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya / sebaiknya /
seyogyanya  (ius  constituendum). Jadi  ilmu  hukum pidana
normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih fuas dari ilmu hukum pidana
positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam
pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang
sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti
memasuki  bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana

(strafrechtspolitiek/criminal-law policy/penal-policy). Patut dicatat, bahwa
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penal policy ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen
esersial dari modern criminal science di samping criminology dan criminal
law, Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnyamempelajari
masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan
digunakan untuk mengatur/mengendai.kan tingkah laku manusia,
khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan
mensejahterakan masyarakat. Jadi IImu hukum pidana mengandung jvga
aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/
kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan
hukum pidana, sasaraadressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan
jahat dari warga masyarakat tetapi Jjuga perbuatan (dalam arti
kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana
mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan
mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum
pidana (kekuasaan forrmulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang
dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan
untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan
kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan
eksekutit/ administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan
sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun
di sis iain dapat berakibat "kebekuan dan kekakuan" pemikitan yang dapat

menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan
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pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya
pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam
pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tam Pengkajian dan
Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya
menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang
ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat
reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya tidak
bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam
KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin
mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/
konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari
mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem
yang lama. Hal lain vang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan
dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya
pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga
dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di
perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terfalu berorientasi pada Ilmu
Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP
(WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan™.

IImu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang
terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketratnpilan hukum
positif. Dari tahun ke tahun yarig diajarkan tetap sama yaitu norma-norma

substantif yang ada di dalam hukuni positif itu. Demikian pula ilmu/teori
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yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan
langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan.
Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan
pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin Inilah, tedebih apabila
diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor
penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang
demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama
perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan
hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarii suatu reorientasi dan
reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa
Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan
hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral
hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti
dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan
hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam
hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu
bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting
bahwa seluruh bangunan hukum Itu bertumpu pada pandangan politik yang
sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat

Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-
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negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita
pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang
hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum
tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas
(kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar
pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "the
central problem of the criminal law is and will remain political in
character". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana
menurut F.A. Allenialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat
melalui perggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk
melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-
nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang
terakhir ni bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara
“The basic political values, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah
menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas
adalah "kejahatan politik™ karena semua larangan-larangan dengan sanksi
pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan
terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.
Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya
menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara
dan anggota masyarakat. Hubungan hukum inf pada dasarnya merupakan

hubungan politik (political relationship) atau hubungan kemasyarakatan
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yang bersifat ideologis (ideological-societal selationship). Ketentuan-
ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai
nilai Ideologi kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan
politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum
yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan
amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di
samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan
internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-
penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan
global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis
dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam
menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan
kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “The

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, antara lain:

8 Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong
Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum
Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994
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1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai “Crime
trends and crime prevention strategies”, antara lain menyebutkan:
a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk

pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada
penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan
kejahatan.

c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah
ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar
hidup  yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan
(kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

2. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai “Crime
prevention in the contaxt of development,” menyebutkan bahwa
upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan
kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang
mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “Social
aspects of crime prevention and criminal justice in the context of
development”’, menyebutkan bahwa “The trial process should be consonant
with the cultural realities and social values of society, in order to make &
understood and to permit it to operate effectively within the community it
serves. Observance of human rights, eguality, fairness and Consistency

should be ensured at ail stages of the process"”. aspek-aspek sosial dari
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pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis
pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan
dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari
pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi
penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama,
tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi
internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan,
kebutahurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta
memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidupdalam lingkungan yang
sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti,
bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai
bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB
menekankan, bahwa “the over all organization of society should be
considered as anti criminogenic” dan menegaskan bahwa ‘“community
relations were the basis for crime perevention programs.” Perlu untuk
membina dan meningkatkan efektivitas “extra-legal system” atau “informal
system” yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan,
antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga-

lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat.
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Sehubungan dengan pemanfaatan “extra-legal system” atau “informasi
system”.%
3. Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat
berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar
jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi,
untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih
diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa
menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social
defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan
penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki
tujuan ' akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan
(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan
hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan
bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam
kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya

juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau

upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.®’

8 Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, him 4
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, him. 2.
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Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan
penanggulangankejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi
kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan
merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang
memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial
ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan
gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia
merupakan socio-political problems.®®

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah
usaha-usaha yang rasional dari  masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (criminal politic).
Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat.
Dengan demikian politik criminal adalah merupakan bagian dari
perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari
keseluruhan kebijakan sosial. -Upaya penanggulangan kejahatan yang
dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan
kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya
penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,
dalam arti:®

a. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;

8 Paulus Hadisuprapto, Juvenile Delinquency, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, him. 72.
8 Ibid him 87
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b. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan
penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih
menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/
penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih
menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan)
sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar,
karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan
preventif dalam arti luas.®

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,
bahwa upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c. . Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on
crime and punishment/mass media)

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan

secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief® bahwa upaya

penanggulanganlewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai

% Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 188.

% 1bid him 46
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upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini
merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan
pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah
kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan
hukuman terhadap kejahatan yangtelah dilakukan. Selain itu,
melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka
menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan
maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy,
criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses
penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan
hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-
hal:

1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi
kejahatan dengan hukum pidana.

2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat
sesuai dengankondisi masyarakat;

3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur
masyarakat dengan hukum pidana;

4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih

besar.
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Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya
juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman
dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek
pencegahan/ penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu,
kebijakan penal. tetap diperlukan dalam penanggulangan
kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana
kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat
(social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social
disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan
menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh
karena itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan
bagian integral dari “social defence policy”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang
mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih
diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai
berikut:

a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada
persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi
terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai
tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya
bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam
pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari

batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
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b) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak
mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di
samping itu harus tetapada suatu reaksi atas pelanggaran-
pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan
tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata
ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk
mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga
masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi
Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa
penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih
sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana
selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk
mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut
melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan
kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif,%? efektivitas pidana penjara
dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek
perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa
yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi

tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana

92 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him 224
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dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain
menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki
kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat
kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan
yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai
tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan
kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-
wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat
maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh
mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria
efektifitas - dilihatdari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat
ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh
efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara
dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak
melakukan kejahatan.®

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran
efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special
prevention) dari pidana.Jadi, ukurannya terletak pada masalah
seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap

si pelaku/terpidana.®*

% 1bid him 225
% 1bid him 229

87



Menurut Barda Nawawi Arief,®® berdasarkan masalah-
masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah
dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat
membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau
tidak. Terlebih masalah efektifitas pidana sebenarnya berkaitan
dengan banyak faktor.

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat
tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan.
Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin
dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi
efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau
dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan
karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan
dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang
lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari
mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non
Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief,® bahwa upaya

penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai

upaya yang dilakukanmelalui jalur di luar hukum pidana. Upaya

% 1bid him 230
% 1bid him 72
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ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan
pada sifat preventif,yakni tindakan yang berupa pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung
dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan
kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana
di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat
dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan
pendidikan sosial dalamrangka mengembangkan tanggung jawab
sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat
melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan
usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli
dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat
keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang
yang sangat luas sekalidi seluruh sektor kebijakan sosial, dimana
tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,
namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif
terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif
melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan

89



dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik
criminal.®’

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur
“non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya
kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor
kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu
antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi
sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan * atau ‘menumbuh suburkan kejahatan. Dengan
demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan
global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan
strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai
Kongres PBB mengenai “The Prevention-of Crime and Treatment
of Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai
penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.®

Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan,
dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini
lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau
pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada
upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan

bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

9 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2010, him. 159
% M Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him 20
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Demikian pula W.A. Bonger mengatakan : Dilihat dari
efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada
upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal
telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan
adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi
baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih
murah dan lebih mencapai tujuannya.®®

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non
penal” akan lebih mampu melakukan penangan terhadap faktor-
faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-
masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan
kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut
upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat
serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional
tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna
memperkecil tingkatkejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan
maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan
tertangani.*®

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur

hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk

9% W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Bogor,
1995, him 167

100 YU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Bab
VI

91



mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa catatan kongres
PBB tentang “the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial,
ekonomi, budaya serta struktural masyarakat dianggap
bertanggung  jawab  timbulnya  kejahatan (kriminogen).
Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu
mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di
masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang
hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan
oleh sistemperadilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu
diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta
mengatasi - faktor-faktor —kriminogen tersebut. Faktor-faktor
kriminogen yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu
dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal (criminal
policy) dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain
di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari
jenis-jenis tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih
dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan
hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.®*
c. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif,

Represif,dan Kuratif

101 Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal
Sasi,Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014 : him. 47-52.
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Jika Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep
penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yaitu
dengan pidana (penal), dan tanpa pidana (non penal), maka
Soedarto,'® mengemukakan konsep upaya penanggulangan
kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif,
dan kuratif.

1) Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang
merupakan bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dapat
diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti
sempit politik kriminil itu digambarkan sebagai keseluruhan
asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih
luas, politik kriminil merupakan keseluruhan fungsi dari
para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari
Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling
luas, politik kriminil merupakan keseluruhan kegiatan yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan
resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma
sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini
dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-
usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan

hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan

102 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, him. 113-116.
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dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan
tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana).
Misalnya, kegiatan bakti sosial dapatmenghindarkan para
pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa
masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat
atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan
mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

2) Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan
(tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai
dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-
bagian dari politik kriminil sehingga harus dipandang
sebagal suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-
badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

3) Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha
preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha
penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan
pembedaan sebenarnya tindakankuratif itu merupakan segi
lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada
tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.
Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh

aparatur eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga
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pemasyarakatan atau pejabat  dari Bimbingan

Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka

ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya

melakukan pembinaan terhadap para terhukum pidana
pencabutan kemerdekaan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief:
bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu
pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti
keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui
tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori
tentang pemidanaan yang ada.'®

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para
ahli hukumterkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori
pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada
tiga aliran yaitu:'%

1) Teori Absolut
Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana
semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau

tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan

103 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1995, him. 149.
104 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa,Jakarta,
Tanpa Tahun, him. 56-59.
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2)

kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari
penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh
karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan
tersebut.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana
mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas
karena merupakan suatu. keharusan yang bersifat mutlak yang
dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya
adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk
mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras,
menuliskan bahwa tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena
seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah
supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri
tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi
kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa
tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk

menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak
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pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap
masyarakat (preventif umum);

b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana
akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi
orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).1%
Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah

pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi
perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana
pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian
masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana
adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan
pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi
terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina
sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang
yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana

3) Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang
disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori
sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai
tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori

gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar

105 Ryslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1993, him. 26
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pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan
teori relatif.

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar
pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang
yaitu:1%

a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas
pembalasan,mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas
dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau
tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan
masyarakat dan asas kebenaran;

b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk
menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu
kewajibanapabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;

c¢) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni
mempertahankan tertib hukum

Sanksi merupakan sarana yang digunakan untuk pencapaian
tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan pada intinya mengandung
dua aspek pokok, yaitu:1%’

a) Aspek perlindungan masyarakat (social defence) terhadap

tindak pidana yang meliputi tujuan:

(1) pencegahan kejahatan;

106 Muladi Op Cit him 19
107 Barda Nawawi Arief, Loc Cit
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(2) pengayoman (pengamanan) masyarakat; dan

(3) pemulihan keseimbangan masyarakat yang meliputi:
- penyelesaian konflik (conflict oplossing); dan
- mendatangkan rasa damai (vrede-making).

b) Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak
pidana(aspek individualisasi pidana). Aspek ini meliputi
tujuan:

(1) rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi (memasyarakatkan)
terpidana;

(2) membebaskan rasa bersalah dan

(3) melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau
pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi
(pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan
merendahkan martabat manusia).

Secara teoritis tujuan pemidanaan sangatlah jelas, sehingga
penetapan sanksi terhadap pelanggaran pidana juga harus ditetapkan
dengan jelas, sehubungan dengan tujuan penetapan sanksi tindak
pidana dimaksud. Namun demikian peran lembaga legislatif tidak
kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya)
merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan
sanksi hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat

penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja
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berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar
yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat
beratdimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar
jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan
tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan
lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para
pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare).
Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik
kriminalmemiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan
penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan
bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social
(social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif
(legislative policy). Politik kriminalpada hakikatnya juga merupakan
bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk
mencapai kesejahteraan sosial.#°

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan

penanggulangankejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan
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tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya
kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah
sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai
masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh
dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang
sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.>
C. Tinjauan Umum tentang Uang Pengganti
1. Pengertian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan
lembaga yang luar biasa (extra ordinary institution). Kejahatan tersebut
dapat diberantas ~dengan cara pre-emtif (yaitu menyelesaikan akar
penyebab terjadinya tindak korupsi), cara preventif (yaitu melakukan
pencegahan melalui hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum lain
yang terkait), dan cara represif (yaitu melalui penerapan hukum pidana).
Lembagalembaga yang luar biasa tersebut harus ada dalam setiap “cara
pemberantasan,” baik pre-emtif (misalnya mensejahterakan keluarga
orang yang berpeluang melakukan korupsi), cara preventif (misalnya
menciptakan lembaga pengawas keuangan negara yang tangguh), dan cara
represif (misalnya menciptakan pengadilan yang terpercaya).
Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu
melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah

diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan
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putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas.
Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada
asapek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum
dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat
berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan
hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan
keadilan, hukum dapat dikesampingkan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena itu
ancaman pidananya juga khusus tidak sebagaimana tindak pidana lainnya,
yaitu meliputi pidana pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda
(pidana pokok). Selain itu mungkin juga dijatuhi beberapa pidana
tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf
a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undangundang Nomaor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi).

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana
korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli
hukum yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam
undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan istilah uang
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pengganti tidak memberikan definisi yang jelas tentang uang pengganti
yang dimaksud. Dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah
satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan
Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti
Kejaksaan Rl mendefinisikan bahwa, “uang pengganti adalah salah satu
hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK)
yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi”.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum -tetap (inkracht) yang dijatuhkan kepada
terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas
negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan
(subsidiair) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf ¢ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan
Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya
mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan
selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-undang

Hukum Pidana).
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Viktimologi merupakan ilmu atau disiplin yang membahas tentang
korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah
korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak yang
karena perbuatan orang lain merasa dirugikan, maka yang menderita
kerugian ini berhak atas suatu ganti rugi. Kemudian apabila dihubungkan
dengan tindak pidana korupsi, dimana negara yang mengalami dan
menderita kerugian, maka negara dari sudut viktimologi adalah korban,
dan terdakwa di depan persidangan dituntut untuk memberikan suatu
bentuk ganti kerugian, dimana menurut istilah Undang-undang tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi adalah uang pengganti.

Berdasarkan pemikiran tersebut nampak bahwa pengertian uang
pengganti menurut Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang
dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan
pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian
negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.
Namun pada prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda
pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata.
Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan
yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi menyangkut
perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

2. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari
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akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut
diperlukan sarana yuridis, yakni dalam bentuk pembayaran uang
pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana)
tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum
maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana
tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut
perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah
suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau
dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut
harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan
kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang
terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk
mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud
uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana
tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan
terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan
kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan
melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk
membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat

dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas
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untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut,
atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang
pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.
Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata
dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu,
sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.
Dasar hukum uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam
Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 17 juncto Pasal 18 huruf b
Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupst juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :
Pasal 17
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana
tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Pasal 18
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi
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@)

(3)

dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-
barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi.

c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada
terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa
dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana
penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan

pengadilan.
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Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana
tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan
dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya
bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi
setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya
apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud
menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.%

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran
uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Secara yuridis hal ini harus
diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah
kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh
terpidana.

Oleh karena itu perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan
ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang
dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta
benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang

dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan

yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-

108 p_ A F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 2011),
halaman 84
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banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak
pidana korupsi.t®®
D. Korupsi dalam Perspektif Islam

Agama lIslam adalah agama yang rahmatanlil’alamin yaitu rahmat
bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada
yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk
suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama
sebagai padanan kata dari al-din dari bahasa sempit berarti undang-undang atau
hukum, maka sebenarnya al-din al-Islam adalah aturan-aturan yang mengatur
tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan
horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam
kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat
kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang
luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul figih
disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam.
“Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah

SWT.llO
Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi
dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak
tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayaat al-kubra

(dosa besar).1!

109 1bid

10 Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta, 2008, him 11

111 Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan,
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Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat

Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan
apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria’ah. Diantara kemaslahatan yang
hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai
bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta
sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, Islam memberikan tuntunan agar
dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai
dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak
berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak
curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.''?
Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Bagarah:188.
i dsal ba 8 (RGE BT ) gy gl Jhadly aGy a&1a 3G ¥

Gsalis wily a3

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain

di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.”!!3

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

aia () e Siad 038 & T gl Ay Ak pa 1386 ¥ k) cadd il

Jakarta, 2010, hlm xiii.

112 Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam, Jakarta, 2008, him.
77.

113 Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.
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Wi iy (S 2 & akuadl 5885 5

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil.”*14

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu
penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami
dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali
yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang
beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah
berfirman,*Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah
amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan™.
Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang
baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau
(Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama
bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke
langit (seraya berdo’a): "Ya Rabb..., ya Rabb...," tetapi makanannya haram,
minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu
yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang
berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”’(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama figih, secara

aklamasi dan konsensus (Ijma’) adalah haram karena bertentangan dengan

114 1bid him 83
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prinsip maqashidussy syari’ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat
ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan
curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan
kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan
hukuman setimpal di akhirat.*t°

Dalam surah Ali Imran: 161

£ U Gl 08 a5 R a3 B Ly b OB G308 B 20 008 W
O3all Y 2y

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan
perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka
pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,
kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”*®

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu
Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang
diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada
dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang
berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk
dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan

umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebu di atas

yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tid ak mungkin berlaku korup dan curang

115 Setiawan Budi Utomo, Figih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press
Insani, Jakarta, 2003, him. 20
118 Al-Hikmah, Op-cit, hal. 71
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dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam
siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya
di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya
tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah
Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk
mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan
Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah
Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam
Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin,
memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan
melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau
korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat
diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan
alghulul.**’

Definisi Takzir menurut syara® adalah hukuman yang bersifat
mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat
(penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman
yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang

sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi

117 Abu Fida’ Abdur rafi’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika,
Jakarta, 2006, him. 2.
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tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil
disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa
Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap
seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga
kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar
Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari
sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”.
Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik
beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki
sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan),
pengasingan, pukulan; sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual
khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana
Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan
(disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat
dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta
memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai
dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

a. Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap
merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik

pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi
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kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada
ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan
kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan
atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik,
memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan
mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat
umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran,
majalah serta tempattempat publik.

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah
sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang
enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-
Rab1’, Ka’ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan
mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada
yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam
surah al-Taubah:118

sl agile Edlay Eod) Wy Ga ) sl Gila 1y Ja TR ol 4y e
Al G b &) T agdle B AN T 0 e e 1385,

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa
sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah
(pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak
ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja,

kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam
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tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha

penyayang.”18

d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa
diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik
yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.

e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada
pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau
mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk
membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan
sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimainya, menurut Imam
Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki
demikian.

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini
seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan
yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang
mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali
lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri
hukuman.”

g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang,
penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling
sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak

disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara

118 Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, him. 206
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ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut
kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk
hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan
benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman
mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau
Krisis.!®

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya
dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas
cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif,
maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada
saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela,
memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta

dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan

tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

119 Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan,
Jakarta, 2010, him.37-38
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan
Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi.

Korupsi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat
parah, yang tidak mudah untuk di hapuskan karena sudah mengakar terlalu
dalam di bangsa kita Indonesia. Di butuhkan suatu lembaga Pengadilan Khusus
untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi dan juga dapat
menegmbalikan aset negara yang telah hilang akibat korupsi tersebut.*?° Oleh
karena itu untuk dapat mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan
atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi maka perlu memberikan
pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disertai perampasan harta
kekayaan (asset) terdakwa yang terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana
korupsi. Menurut Elt Latla Kholis, kejahatan korupsi mengakibatkan kerugian
negara dan rakyat secara langsung maupun tidak langsung.*?

Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak

hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para

pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan

120 Efj Lalila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi, Jakarta: Solusi
Publishing, (2010), him.5.

121 Artidjo Alkostar, Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi,
Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun ke XXII1 No. 275, Oktober 2008
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juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan
perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul
dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa
melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana
dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan
terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri,
meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak
pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian
negara.

Saat ini uapaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan
terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset
hasil tindak pidana - korupsi (asset recovery) dengan tujuan untuk
pemulihankerugian keuangan negara.'?> Pengembalian kerugian keuangan
negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki
tujuan sebagai berikut:1%3

a. Mengembalikan aset negara yang elah dicuri oleh para koruptor.

b. Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk
melakukan kejahatan lain, seperti money laundry.

c. Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi.
Ketentuan mengenai pengembalian hasil kejahatan (tindak pidana) di

Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan. Pertama: peraturan umum yang

122 Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi”, E
Journal Katalogis, Vol. 3 No. 1, (2015), him. 2.

123 Mahrus Ali, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta: Ull Press, (2013),
him. 84
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menjadi landasan materiil dari pengembalian hasil kejahatan adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum acaranya (formilnya)
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ketentuan- ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHAP tersebut
digunakan untuk mencakup perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam
tindak pidana umum. Kedua: Undang-undang yang mengatur mengenai
tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
khusus seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun1999.

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-
barang tertentu™ yang digolongkan sebagal sebagai pidana tambahan. Letak
"perampasan barang-barang tertentu”, yang berada di dalam pengaturan pidana
tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda
dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Menurut PAF Lamintang dan
Theo Lamintang, perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah:

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa
disertai dengan sesuatu pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak
dapat diberikan secara tersendiri, namun harus selalu di jatuhkan

bersama-sama dengan suatu pidana pokok. Terdapat pengecualian di

dalam Pasal 40 KUHP di mana di dalam Pasal tersebut hakim boleh
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menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok pada tindak pidana

anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang

tuanya, walinya atau pengasuhnya.

2. Pidana tambahan itu Dbersifat fakultatif, sehingga hakim
bebasmenggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut, artinya
dapatlah dijatuhkan, tetapi tidaklah harus.?*

Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang
tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena
undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan
terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum.'? Pasal 39 KUHP
menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam
barang yang dapat dirampas, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan,
seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang
yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-
barang barang tersebut disebut sebagai corpora delicti dan selalu dapat
dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari
kejahatan;

2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk

melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut instrument delicti.

124 PAF Lamintang dan Theo Larnintang, Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua,
Jakarta; Sinar Grafika, (2010), him. 83,

125 Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dariKitab
Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pudanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2003), him. 499.
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula
ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana.
Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan
tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang
akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik.
Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak
pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan
mengenai perampasan asset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat
ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut:

1. Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan
sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang
paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim. 2)

2. Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan
dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam
tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkotika dan lain-lain,
sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila
barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila
barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik
negara.

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskankepada
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan harta

kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi

merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian

keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan

(3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang berbunyi:

1. Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:

a)

b)

d)

Perampasan - barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh
dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana
tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari
barang yang menggantikan barang tersebut;

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta
benda yang diperoleh dari hasil korupsi;

Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama
1(satu) tahun;

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat

diberikanoleh pemerintah kepada terpidana.

2. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu)
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bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan

hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan

dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan
dalam putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana korupsi. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan
mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara
mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan
ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu
perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian
keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi
yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan
perampasan aset hasil sitaan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tidak
dapat dimohonkan upaya banding.

Perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi pada
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prinsipnya adalah terhadap harta benda yang didapatkan karena melakukan
tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam beberapa Pasal sebagaimana
yang telah diuraikan di atas. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyitaan
dapat dilakukan terhadap harta benda milik pelaku yang belum jelas asal
perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi ataukah bukan
diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada membuktikan bahwa pelaku
(terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan
pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian
atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun
orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana
korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi,
dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang
pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai
penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak
membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta benda milik
terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Harta kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi dapat disita dan
dilelang meskipun harta benda tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana

korupsi, namun karena perbuatan terdakwa sudah menimbulkan kerugian
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keuangan negara maka terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya tersebut. Saipuddin Zahri selanjutnya menyatakan: bisa saja uang
yang diselewengkan atau disalahgunakan oleh pelaku digunakannya bukan
untuk memperkaya diri, melainkan untuk hidup berfoya-foya, berjudi atau
untuk kepentingan pribadi terdakwa lainnya, sehingga sebagai konsekuensinya
maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah
menimbulkan kerugian negara dengan cara menyita dan melelang harta benda
miliknya.1%8

Menurut Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam apa yang disebut
dengan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Namun demikian
dilihat dari sisi hukum acara pidana dan kelembagaannya memiliki kekhususan-
kekhususan.

Hukum Acara Pidana, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 Tahun 2001.
Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan,
penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam
KUHAP juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang

tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan

Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

126 Arizon Mega Jaya, Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana
Korupsi, Cepalo, Vol 1 No 1, Juli-Desember 2017: him. 19-28.
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Korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan,
penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai hukum
tetap, maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara
dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang
mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai
pelaksanaan putusan (eksekutor) peradilan.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh
jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang
pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan UndangUndang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan
pidana tambahan uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti
tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001
tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara :

a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang
pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor
kejaksaan setempat.

b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang
kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D-2)

c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima
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pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda

tanggani oleh kasi pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.

d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan
Negeri / Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang
memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / untuk menyerahkan uang
pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubaghbin
Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus / penerima setelah menerima
uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang
pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa
melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jaksa
melalui Intelijen Yustisial akan mencari harta benda yang bergerak maupun
tidak bergerak milik terpidana. Jika terpidana memiliki harta benda dan telah
disita oleh jaksa, maka pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan. Dalam hal terpidana tidak membayar
uang pengganti dan tidak memiliki harta benda untuk dilakukan penyitaan,
maka terpidana tersebut harus menjalani pidana tambahan setelah menjalani
pidana pokok. Hal ini harus dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan
Hukuman Pengganti (BA-8).

Penyelesaian tunggakkan uang pengganti disamping dilakukan dengan

penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui
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tuntutan subsidair pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan subsidair
pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Dalam
hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar
uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana
dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari
pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan:

1) Upaya pengembalian kerugian dan atau pemulihan keuangan negara juga
dapat dilakukan melalui instrumen perdata yaitu melalui gugatan perdata.
Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan
setelah instrument pidana. Gugatan perdata dapat dilakukan apabila
penyidik bisa menemukan alat bukti yang cukup akan tetapi akibat
perbuatan pelaku kejahatan korupsi menimbulkan kerugian keuangan
negara, sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal
penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangakan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan

kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
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2) Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan
hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan Pasal

32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan ‘“‘secara nyata telah ada

kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung

jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau
akuntan publik yang ditunjuk.

Gugatan Perdata dalam tindak pidana korupsi ditujukan kepada Pelaku
dan atau ahli warisnya apabila pelaku kejahatan korupsi meninggal setelah ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat
penyidikan dan/atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Gugatan perdata
terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diataur didalam ketentuan
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat
dilakukan penyelidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang
dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal
terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang

pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka
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penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut
kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan
untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Salah satu contoh perkara di Pengadilan Negeri Makassar Putusan
Nomor 8/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara
pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa: AA
Bahwa terdakwa AA merupakan Kepala Desa Tangkoro Kecamatan
Pitumpanua Kabupaten Wajo yang memiliki tugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, = melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagaimana
diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Tahun Anggaran 2018, Desa Tangkoro mendapatkan Dana Desa
sebesar Rp. 681.005.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta lima ribu
rupiah). Bahwa terdakwa tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk
berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tangkoro Nomor : 006/KPTS/DS-
TKR/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Desa Tangkoro Tahun Anggaran 2018 dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola berupa kegiatan
pembelian bahan material seperti bahan bangunan, pasir, batu, dan lain-lain
kepada penyedia barang/jasa, negosiasi dengan penyedia barang jasa dan hal-

hal lain yang menjadi bagian dari tugas TPK atas kegiatan bidang pembangunan
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desa yang terdiri dari Perintisan Jalan dan Penghamparan Sirtu Jalan Dusun
Balirengnge, Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan Jembatan Dusun
Bungawae, Pembangunan Rabat Beton Jalan Sabri Dusun Paradae,
Pembangunan Drainase Dusun Bungawae Tahap Il (Kiri), Pembangunan Rabat
Beton Dusun Bulu Mabborong, Pembangunan Drainase Dusun Bungawae
Tahap 111 (Kanan), dan Pembangunan Jamban Keluarga sebanyak 20 Unit.

Bahwa terdakwa AMBO ASSE bersama dengan Saksi ROSNAENI
selaku Kaur Keuangan Desa Tangkoro tahun 2018 melakukan penarikan
sebanyak 3 (tiga) kali. Akan tetapi setelah dana dicairkan, dana yang seharusnya
dikelola oleh Kaur Keuangan Desa Tangkoro yaitu Saksi ROSNAENI Binti
LAODDING justru diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya dikuasai serta
dikelola oleh terdakwa. Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa
Tangkoro T.A 2018 semua pekerjaan dilaporkan terealisasi 100% (seratus
persen) dan semua anggarannya telah dicairkan namun kenyataannya masih ada
pekerjaan yang tidak diselesaikan. Laporan pertanggungjawaban atas Belanja
Desa pada Desa Tangkoro Tahun Anggaran 2018 dibuat dan disusun oleh
terdakwa atas perintah terdakwa berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan
pembayaran yang diberikan oleh terdakwa dimana bukti-bukti pengeluaran
seperti nota/kwitansi yang diperoleh dari terdakwa tersebut dibuat
menyesuaikan dengan anggaran dengan cara membuat kuitansi bahan material
ataupun jasa seolah-olah kuitansi tersebut dari penyedia bahan material ataupun
penyedia jasa dengan memalsukan tanda tangan dan stemple.

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa
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Tangkoro Tahun 2018 vyang dibuat oleh terdakwa dari jumlah
pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 681.639.550,- (enam ratus delapan puluh
satu juta lima ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Desa Tahun Anggaran
2018, pada Desa Tangkoro Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Nomor:
PE.03.03/SR-617/PW21/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 terdapat
pertanggungjawaban tidak benar sebesar Rp. 256.081.500,- (dua ratus lima
puluh enam juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa laporan pertanggungjawaban tahun 2018 dibuat oleh terdakwa
dengan menyesuaikan- anggaran dalam Rencana Anggaran Biaya setiap
kegiatan dan bukti kuitansi yang dijadikan sebagai dasar dalam Menyusun LPJ
sebagian dibuat oleh terdakwa.

Bahwa dalam penyelenggaraan belanja desa tahun 2018, terdakwa tidak
sepenuhnya membayarkan honorarium TPK atas kegiatan Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, kemudian terdapat beberapa nota / kwitansi terhadap
leveransi yang dinaikkan harganya (mark up) serta terdapat beberapa
nota/kwitansi yang dipalsukan, terdapat tanda terima pembayaran yang tidak
sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh pekerja, Hal tersebut karena
terdakwa menggunakan selisih dana tersebut untuk keperluan pribadinya.

Bahwa terdakwa tidak melibatkan TPK yang telah dibentuk dalam

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola berupa kegiatan
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pembelian bahan material seperti bahan bangunan, pasir, batu, dan lain-lain
kepada penyedia barang/jasa, negosiasi dengan penyedia barang jasa dan hal-
hal lain yang menjadi bagian dari tugas TPK atas kegiatan bidang pembangunan
desa yang terdiri dari Perintisan Jalan dan Penghamparan Sirtu Jalan Dusun
Balirengnge, Rehabilitasi Jembatan, Pembangunan Jembatan Dusun
Bungawae, Pembangunan Rabat Beton Jalan Sabri Dusun Paradae,
Pembangunan Drainase Dusun Bungawae Tahap Il (Kiri), Pembangunan Rabat
Beton Dusun Bulu Mabbeorong, Pembangunan Drainase Dusun Bungawae
Tahap 111 (Kanan), dan Pembangunan Jamban Keluarga sebanyak 20 Unit.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Udang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta
ketentuan peraturan perundang-undangan fain yang berkaitan.

Menyatakan Terdakwa Ambo Asse, S.E.,M.M. tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”; Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu , dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (Tiga) Bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang
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pengganti sebesar Rp.256.081.500,00 (Dua ratus lima puluh enam juta delapan
puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita
oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun.

Penjatuhan putusan pembebanan pembayaran uang pengganti
merupakan pidana tambahan sebagai upaya recovery atau pemulihan atas
kerugian keuangan negara yang diwujudkan oleh hakim dalam putusannya,
recovery atas kerugian keuangan negara ini tidak akan dapat terwujud tanpa
dipadankan secara proporsional dengan lama pidana penjara pengganti. Dalam
perkara di atas pelaku dibebankan pidana pembayaran uang pengganti sebesar
Rp.256.081.500,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pidana penjara pengganti
selama 1 (satu) bulan, tentunya pelaku (terpidana) akan lebih memilih menjalani
pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibandingkan dengan melakukan
pembayaran uang pengganti sebesar Rp.256.081.500,00 (sepuluh juta rupiah),
dalam hal ini recovery atas kerugian keuangan negara tidak terwujud, agar
recovery atas kerugian keuangan negara dapat terwujud dalam penegakan
hukum pemerantasan tidak pidana korupsi, hakim dalam putusan penjatuhan
pidana penjara pengganti harus proporsional (sebanding atau seimbang) dengan
jumlah harta benda yang diperoleh dari tidak pidana korupsi (uang pengganti).

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan
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Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Dan Solusinya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu
yang singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang
pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UndangUndang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana
berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenubhi
uang pengganti.

Dalam ayat berikutnya, maksimal lamanya penjara pengganti dari uang
pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok
atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas
uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya
bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan
kepada terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung
dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana
tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan
maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.

Terkait dengan sanksi pidana berupa pidana tambahan vyaitu
pembayaran uang pengganti ini, terdapat pengaturan dalam bentuk Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana
Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam

Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9:
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. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan
hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti,
Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki
terpidana.

. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib
melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat
(3) KUHAP.

. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah
dilakukan penyitaan.

. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok,
Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta
milik terpidana yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka perampasan aset dalam

pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak

membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa

dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang

harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenannya, uang

penggganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal

ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat

alternatife dengan pidana kurungan penggantinya.

Jaksa selaku Eksekutor sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan
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putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengalami kendala
dalam penyelesaian uang pengganti dimana para terpidana lebih memilih
menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang
dibebankan. Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala
dimana para terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang
tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita. Sehingga tindakan hukum
yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakkan uang pengganti
adalah mencegah terjadinya tunggakkan uang pengganti, untuk itu perlu
dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan
penyelidikan. Kejaksaan perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang Intelijen Yustisial dan penyidikan dalam hal mencari dan
mendata harta pelaku tindak pidana korupsi. Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penelusuran Aset sebagal pedoman dan acuan jajaran Intelijen Kejaksaan
dalam melakukan penelusuran aset untuk menemukan, mengindentifikasi dan
menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak
Pidana dan / atau Perkara Perdata dan / atau aset lain untuk kepentingan
Pemulihan Aset yang diduga disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan Pihak
terkait dalam rangka memberikan dukungan Intelijen (supporting data) kepada
bidang lain.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-
010/A/J.A/05/2014 Tentang Standar Opersional Penelusuran Aset dijelaskan
bahwa Penelusuran Aset adalah seluruh kegiatan dan teknik yang digunakan

oleh seseorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan
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dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang
berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata
atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset yang disembunyikan oleh
pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar
dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan
kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana dan/atau
perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset.
Berdasarkan petunjuk penyelesaian eksekusi tunggakan uang pengganti
nomor B-2099/F/FU/12/2021. Berdasarkan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap
kegiatan pengendalian eksekusi tunggakan uang pengganti kerugian keuangan
negara dalam perkara tindak pidana korupsi, ditemukan beberapa permasalahan
yang menyebabkan penyelesaian eksekusi -uang pengganti tidak berjalan
optimal, antara lain.
1. Belum dipahaminya secara utuh semua petunjuk yang berkenaan
dengan optimalisasi penyelesaian eksekusi tunggakan uang pengganti.
2. Dalam melakukan penagihan uang pengganti, jaksa eksekutor tidak
melakukan pencarian harta benda milik terpidana terlebih dahulu (asset
tracing), melainkan penagihan dilakukan dengan cara menyodorkan
formulir D-1 dan apabila tidak dibayar selanjutnya menyodorkan
formulir D-2.
3. Adanya kelalaian jaksa eksekutor dengan tidak segera melakukan
pelelangan terhadap barang rampasan yang diperhitungkan sebagai

pengganti kerugian keuangan negara hingga terpidana selesai menjalani
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pidana subsidair uang pengganti

4. Masih ada pemahaman sita eksekusi memerlukan izin penyitaan dari
pengadilan.

5. Terpidana yang belum membayar uang pengganti, meninggal dunia
sebelum menjalani pidana subsidair uang pengganti.

6. Jaksa eksekulor ragu melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana
yang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban membayar uang
pengganti.

7. Terhadap terpidana yang telah selesai menjalani pidana subsidair uang
pengganti, tidak dimintakan surat keterangan telah selesai menjalani
prdana.

Berkenaan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan
untuk optimalisasi penyelesaian eksekusi tunggakan uang pengganti serta
keseragaman pemahaman dalam penyelesaran eksekusi tunggakan uang
pengganti, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri'Kepala Cabang Kejaksaan Negen agar
mempedomani:

a. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER
039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis
Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

b. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-002/A/JA/02/2019 tentang

Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang
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Berkualitas:

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-
1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014, perihal Administrasi
Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana Untuk
Menutupi Uang Pengganti.

. Surat Jaksa Agung Rl Nomor: B-116/A/JA/07/2015 tanggai 31
Juli 2015 penhal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara
Dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
dalam menerbitkan Surat Penntah Pelaksanaan Putusan
Pengadilan (P-48), secara bersamaan juga menerbitkan Surat
Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A) dan
terhadap harta benda milik terpidana yang dilakukan sita
eksekusi agar dibuat Benta Acara Penyitaan Harta Benda Milk
Terpidana (Pidsus-38A), selanjutnya dilelang untuk menutupi
uang pengganti

Barang bukti yang diputus diampas untuk negara dan
diperhitungkan sebagai pengganti kerugian kevangan negara,
segera dilakukan pelelangan sebelum terpidans selesai
merjalam pidana pokok. Keterlambatan melakukan pekkiangan
hmngga terpidana selesai menjalani pidana subsidar uang

pengganti, menjadi alasan bagi terpidana untuk merinta kembali
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barang rampasan tersebut karena terpidana telah selasai
menjalani gubsidair uang pengganti. Apabila terprdana telah
selesai menjalani pidana subsidair uang pengganti dibuktikan
dengan surat keterangan dan lembaga pemasyarakatan dan
barang bukti yang dirampas diperhitungkan sebagai uang
pengganti belum dilelang, agar jaksa eksekutor mengeluarkan
dari Catatan pulang vang pengganti dan mengembakkan barang
rampasan tersebut kepada terpidana

Dalam hal pengembalian barang rampasan negara yang
diakibatkan tidak tuntasnya penyelesaian barang rampasan
tersebut hingga terpidana selesai menjalani pidana subsidair
vang pengganti, maka - kelalaian tersebut menjadi
tanggungjawab mutlak pimpinan satuan kerja bersangkutan,

. Sita eksekusi tidak lagi memerlukan campur tangan pengadilan
berupa izin penyitaan karena sita eksekusi adalah bentuk
pelaksanaan putusan yakni untuk memenuhi kewajiban
terpidana membeyar uang pengganti sebagaimana amar
putusan.

. Penerapan Pasal 83 KUHP terhadap terpidana yang meninggal
dunia dan belum membayar uang pengganti serta belum
menjalani pidana subsidair maka kewajiban membayar uang
pengganti yang dibebankan kepada terpidana merupakan

piutang negsra yang bolum tertagih. Piutang negara uken hapus
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apabila telah dibayar ataudihapus berdasarkan keputusan
penghapusan piutang dan pejabat yang berwerang sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomar 14 Tahun 20605 tentang Tata Cara
Penghapusan Piulang Negara/Daerah, atau telah selesai
menjalani pidana subsidar sebagaimana amar putusan
pengadian yang telah Dberkekuatan hukum tetap. Secara
keperdataan, ahil wars ikut memikul utang pewaris secara
seimbang dengan wansan yang diterimanya sebagaimana pasal
1100 KUHPerdata. Oleh karena itu apabila terpidana belum
membayar usng pengganti dan meninggal dunia sebelum
maenjalani pidana subsidair uang pengganti, diminta Kepala
Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, untuk:

a. Tetap melakukan pencanan terhadap harta benda milik
terpidana - dengan mengeluarkan Surat Perintah
Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A).

b. Berkoordinasi dengan instansi yang dirugikan akibat
perbuatan terdana untuk membenkan/membuat Surat
Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara
untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli wans
terpidana, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam
Surat Jaksa Agung Nomor B-020/A/JA/04/2009
tanggal 08 Apni 2009 perihal Tata Cara Penyelesaian

Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak
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Pidana Korupsi pada angka HH omnor 8 vyang
menyebutkan “Apabila Uang Pengganti tidak d bayar
maka pihak yang dirugikan baik instansi pemenntah,
BUMN, BUMD stau badan hukum lain yang mengelola
keuangan negara berhak memikki harta kekayaan
dengan menggugat di pengadilan berdasarkan ketentuan
Pasal 1265 KUHPerdata" .

7. Dalam hal harta benda milk terpidana yang telah disita dan
dielang tidak mencukupi untuk menutup uang pengganti dan
terpidana tidak mermniiki harta benda yang dapat disita lag,
sehngga hanya sebagian uang pengganti yang dilunasi maka
Kepala Kejaksaan Negen/Kepala Cabang Kejaksaan Negen
menerbitkan Surat Penetapan Puana Penjara Pengganti (SP4)
dengan memperhitungkan sisa pidana subsidair uang pengganti
yang harus djalani untuk pelaksanaannya agar mempedomani
Peraturan Mahkarnah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tanggai 31
Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti
dalam Tindak Pidana Korupsi dan Surat Jakaa Agung Repubi
Kk Indonesia Nomor B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015
tentang Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

8. Kepala Kejaksaan NegeriKepala Cabang Kejaksaan Negeri

aktif memonitor terpidana yang miyalar pidana subsidair uang
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pengganti dan melakukan koordinasi dengan pihak Lembaga
Pemasyarakatan (LapasyRumah Tahanan (Rutan) tempat
terpidana menjalani pdana. Apabila terpidana telah selesai
menjalani pidana pokok dan pidana subsidair segera meminta
surat keterangan telah selesai menjalani pidana pokok dan
subsidair uang pengganti untuk selanjutnya dilnput dalam
aplikasi E-Prutang sebagai dasar menghapus piutang/tunggakan
uang pengganti.

9. Agar petunjuk ini diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan
Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum
Saudara serta berperan aktif melakukan monitoring dan evaluasi
penyelesaian eksekusi tunggakan = uang @ pengganti dan
melaporkan secara berkala kepada Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus.

C. Efektivitas = Pelaksanaan @ Pembayaran Uang Pengganti Dengan
Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi.

Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman
terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif,
diantaranya:*?’ 1) Legal Structure; 2) Legal Substance; 3) Legal Culture. Ketiga

poin tersebut haruslah saling berkesinambungan untuk mencapai suatu

127 yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." Jurnal
Hukum & Pembangunan, Vol. 17, No. 1, (April 2017), him. 59-60.
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penanganan hukum yang efektif.

Kelemahan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan
perampasan aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dari
segi substansi hukum vyaitu: Tujuan mendasar dari kebijakan menetapkan
pidana uang pengganti dalam kasus korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan
untuk menyelamatkan kerugian negara, yang dalam jangka panjang berkaitan
erat dengan tujuan politik kriminil dalam arti keseluruhannya vyaitu
perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sayangnya, sebagai
sebuah strategi rancak, penetapan pidana uang pengganti ini tidak dirancang
dan digarap secara serius, akibatnya muncul berbagai persoalan. Salah satunya
adalah penetapan besaran pidana uang pengganti yang harus dibayarkan oleh
para pelaku korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat perbuatan
korupsi yang dilakukannya. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan
hukum pidana hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah keteledoran mekanisme
penegakan hukum pidana. Artinya, penetapan pidana uang pengganti tidak lain
merupakan suatu proses kebijakan yang tidak direncanakan.?®

Indikator tidak direncanakannya penetapan pidana uang pengganti
sebagai salah satu bentuk mekanisme pemidanaan dapat dilihat dari minimnya
pengaturan masalah pidana uang pengganti dalam undang-undang anti korupsi
yang ada.

UU No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang

128 Muladi dan Barda Nawawi. A, (1998) Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, him. 91
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pengganti dalam satu pasal yakni Pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga
tergambar pada UU penggantinya, UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya
UU No. 20 Tahun 2001.

Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti pada akhirnya
memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah
dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat
dikenakan kepada terdakwa.

Rumusan pasal Pasal 34 huruf ¢ UU No. 3/1971 hanya menetapkan
besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama persis juga terdapat dalam
Pasal 18 UU No. 31/1999. Dari musan yang sangat sederhana tersebut, maka
dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai
harta si terdakwa yang diperoleh dari tipikor yang didakwakan.

Artinya untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertamatama
hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta
terdakwa yang berasal dari tipikor yang dilakukannya dan mana yang bukan.
Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan
perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Pada prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui
kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. Pertama, hakim akan sulit
memilah-milah mana aset yang berasal tipikor dan mana yang bukan. Dalam
zaman yang serba canggih ini, sangat mudah bagi para koruptor untuk

melakukan metamorfosa aset-aset hasil korupsinya (asset tracing) melalui jasa
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transaksi keuangan dan perbankan.

Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta
data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang
tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar
negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan
memakan waktu.

Kedua, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan
apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk
aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, seperti aset
properti, perhiasan, saham dan sebagainya.’?® Ketiga, belum terciptanya
kesamaan persepsi dan koordinasi yang terpadu di antara aparat penegak hukum
yang ada dalam usaha untuk mencegah dan menangani tidak pidana korupsi.
Akibatnya dalam beberapa kasus terjadi kebuntuan komunikasi dan mispersepsi
diantara penegak hukum yang ada, sehingga muncullah preseden-preseden
fenomenal yang bisa berakibat buruk bagi iklim pemberantasan korupsi. Salah
satunya adalah lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menghapus ketentuan mengenai perbuatan hukum materil dalam tindak pidana
korupsi, padahal ketentuan perbuatan melawan hukum materil telah menjadi
yurisprudensi dalam hukum Indonesia.

Kelemahan struktur hukum, Akibat tahap penetapan pidana oleh
pembuat undang-undang tidak direncanakan secara baik, mucul persoalan

kedua, yakni tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang. Seperti telah

129 1hid
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disinggung di atas, ketidakjelasan mengenai pengaturan ini berimplikasi
terhadap semakin beratnya tugas hakim dalam menentukan berapa jumlah
pidana uang pengganti yang harus ditetapkan.

Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni kurangnya
SDM yang memadai untuk mengcover masalah ini. Idealnya apabila
menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh lembaga
yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya, misalnya BPK atau
kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak dalam bidang ini.

Selama ini efektivitas penerapan metode ini sangat bergantung pada
perhitungan kerugian negara yang nantinya disertakan dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketidakcermatan dalam perhitungan kerugian
negara justru dapat menyebabkan target pengembalian uang negara yang telah
dikorup sulit tercapai.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kasus korupsi yang dilakukan
oleh mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, dimana dalam kasus
tersebut jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK adalah sebesar Rp
87,2 miliar. Sementara temuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau hanya sebesar
Rp 4,3 miliar. Tanpa ada alasan yang jelas tentang mengapa perbedaan tersebut
terjadi, akhirnya, perhitungan Kejati Riau lah yang dipakai.

Perihal mengenai minimnya pengaturan pidana uang pengganti ini
selanjutnya berimplikasi kepada siapa yang berwenang mengelola dana hasil
sitaan dari para koruptor. Ketidakjelasan mengenai mekanisme pengelolaan

uang ini telah menimbulkan dugaan bahwa dana yang telah berhasil
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diselamatkan malah dikorupsi kembali oleh lembaga penegak hukum yang
mengeksekusi.

Kelemahan Budaya Hukum: Tindak pidana korupsi berdampak
merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia memiliki
masalah korupsi yang tidak kalah pelik. Kasus korupsi menunjukkan bahwa
perilaku korupsi seakan sudah berstatus melebihi budaya, bahkan telah
mendarah daging dalam diri oknum-oknum pelakunya.

Pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi sifatnya sama, yakni
pemanfaatan jabatan oleh oknum untuk menguntungkan diri sendiri atau
kelompoknya dengan cara menyimpang dari sumpah jabatan dan hukum.
Korupsi itu, kendati dianggap kekuatan bersifat lunak (soft power), daya
rusaknya tidak kalah dari ancaman kekuatan keras (hard power), seperti konflik
kekerasan kolektif yang berkelanjutan, separatisme, atau perang sekalipun.
Kenyataan demikian akan diperparah ketika korupsi dilakukan dengan
menggunakan hukum sebagai alatnya. Jadilah kejahatan sempurna (perfect
crime) dengan pengetahuan hukum dan kekuasaan yang dimiliki. Tidaklah
mengherankan jika hukum dijadikan alat kejahatan (law as a tool of crime) yang
dapat menyembunyikan korupsi dalam kebijakan yang memayunginya.

Pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan berasal dari kelas menengah
atau kalangan terdidik. Satu golongan dengan pendidikan tinggi dan profesi atau
karier yang mapan. Bagi mereka, bayang-bayang ancaman ekonomi berupa
krisis keuangan merupakan suatu perkara menakutkan. Apalagi jika

mempertaruhkan masa depan anak, istri, dan kerabat lain. Tidak jarang, nafsu

150



untuk menjadi semakin kaya raya (serakah) juga menjadi pendorong munculnya
ketakutan akan ancaman ekonomi dan membuat mereka terjebak dalam
corruption by greed (greedy corruption).

Tidak mengherankan jika dalam realitas sosial masyarakat Indonesia
banyak yang masih memandang korupsi sebagai solusi dan alternatif untuk
mengantisipasi kesulitan ekonomi masa depan. Pemikiran tersebut akhirnya
dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi mereka yang korupsi.

Akibatnya, mereka memilih sedia payung sebelum hujan saat
menduduki posisi strategis dengan kewenangan tertentu. Setiap kesempatan
dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, setelah memperhitungkan
segala kemungkinan, beberapa pihak kemudian terlibat tindak pidana korupsi.

Seseorang sebelum korupsi telah mengevaluasi probabilitas untuk
ketahuan dan tertangkap, tingkat hukuman yang mungkin dijatuhkan, nilai
potensial dari jaringan kejahatan yang ada, dan kebutuhan jangka pendek
terhadap hasil kejahatan. Jadi, yang bersangkutan telah memperhitungkan
segalanya dengan saksama termasuk kemungkinan tertangkap dan sisa uang
yang memadai. Pemikiran untung rugi demikian, bagi mereka, merupakan
risiko yang pantas demi keamanan ekonomi diri dan keluarganya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui budaya hukum yang dianut dan
tertanam dalam diri pelaku korupsi sangat berbeda dengan yang terpatri pada
masyarakat yang taat hukum dan tidak korupsi. Lawrence M Friedman
menuturkan, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap

hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, dan harapan. Bagaimana
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seseorang menempatkan diri menyikapi suatu aturan, khususnya yang bertalian
dengan korupsi dan sanksi pidana di dalamnya.

Budaya hukum tersebut dibedakan menjadi budaya hukum internal
dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari
masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti
polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal merupakan budaya
hukum masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan berbeda, Blankenburg mengemukakan, budaya
hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang
berkaitan dengan hukum. Dalam buku Perangkap Penyimpangan dan
Kejahatan, saya mengartikan budaya hukum sebagai subbudaya yang bertalian
dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas
sosial.

Mencermati pelaku dan motif korupsi dengan segenap alasan
pembenar dan alasan pemaaf ciptaan mereka, terlihat jelas bahwa pelaku tidak
menganggap korupsi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki
sanksi hukum serius, tetapi dipandang sebagai jalan keluar. Krisis ekonomi,
gangguan stabilitas ekonomi pribadi dan keluarganya dianggap lebih
mengerikan daripada sanksi tindak pidana korupsi.

Kesadaran hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi hanya
sebatas pada pengertian narasi perundang-undangan (law in book) belum secara
optimal memberikan manfaat. Setelah peraturan tersosialisasikan dengan baik,

umumnya mudah naik ke tahap internalisasi sehingga menumbuhkan
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pemahaman mendalam yang mendorong orang berperilaku di lapangan sesuai
yang dituntut oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, terdapat
kesadaran hukum yang tinggi. Pada titik inilah akhirnya muncul perasaan
hukum (rechtsgevoel), yakni melihat hukum sebagai kebutuhan sehingga taat
hukum mengalir tanpa paksaan.

Apabila realitas di atas terus tumbuh dalam masyarakat, akan lahir
budaya hukum (legal culture) yang luhur. Setiap pihak benar-benar meresapi
larangan dan bahaya dari korupsi sebagai prinsip hidup serta
mengenyampingkan ketakutan mengenai krisis dan bencana ekonomi. Berpijak

dari sinilah diharapkan tindak pidana korupsi akan makin dijauhi oleh siapapun.
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
1. Pelaksanaan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan perampasan
aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi Dalam
penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan,
upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai hukum tetap, maka
kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok
penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang
pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak
kejaksaan sebagai pelaksanaan putusan (eksekutor) peradilan. Proses dalam
pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui
tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti.
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana
tambahan uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti
tersebut. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan
berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang
pengganti, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki

terpidana. Jaksa melalui Intelijen Yustisial akan mencari harta benda yang

154



bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana. Jika terpidana memiliki
harta benda dan telah disita oleh jaksa, maka pelaksanaan lelang dilakukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan. Dalam hal
terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak memiliki harta benda
untuk dilakukan penyitaan, maka terpidana tersebut harus menjalani pidana
tambahan setelah menjalani pidana pokok

Kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan
perampasan aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi:
Belum dipahaminya secara utuh semua petunjuk yang berkenaan dengan
optimalisasi penyelesaian eksekusi tunggakan uang pengganti, Dalam
melakukan penagihan uang pengganti, jaksa eksekutor tidak melakukan
pencarian harta benda milik terpidana terlebih dahulu (asset tracing),
melainkan penagihan, Adanya kelalaian jaksa eksekutor dengan tidak
segera’  melakukan pelelangan terhadap barang rampasan yang
diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, Masih ada
pemahaman sita eksekusi memerlukan izin penyitaan dari pengadilan

. Efektivitas pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan perampasan
aset yang dimiliki pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat dilihat
dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif,
diantaranya: 1) Legal Structure; 2) Legal Substance; 3) Legal Culture.
Kelemahan Substansi hukum: minimnya pengaturan masalah pidana uang
pengganti dalam undang-undang anti korupsi yang ada. Kelemahan struktur

hukum: Permasalahan ini bersumber pada satu persoalan, yakni kurangnya
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SDM yang memadai untuk mengcover masalah ini. Idealnya apabila
menyangkut penghitungan jumlah kerugian maka harus dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidangnya,
misalnya BPK atau kantor akuntan publik (auditor) yang memang bergerak
dalam bidang ini. Kelemahan budaya hukum: realitas sosial masyarakat
Indonesia banyak yang masih memandang korupsi sebagai solusi dan
alternatif untuk mengantisipasi kesulitan ekonomi masa depan. Pemikiran
tersebut akhirnya dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi mereka
yang korupsi.
B. Saran

1. Bagi masyarakat hendaknya berperan aktif dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi dengan melaporkan jika terjadi penyimpangan atau kasus
korupsi.

2. Bagi aparat penegak hukum, meluruskan kembali sifat dan makna pidana
tambahan yang melekat dalam pidana pembayaran uang pengganti untuk
menghindari misinterpretasi dalam memahami dan menjatuhkan pidana
uang pengganti, serta menyebabkan keragu-raguan dalam mengeksekusi
uang pengganti.

3. Kepada aparat penegak hukum harus bertindak cepat, profesional dan
cermat, khususnya dalam menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan

dalam sebuah kasus korupsi.
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